
BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah dalam mengeluarkan izin 

sangat besar karena memjadi landasan dikeluarkannya izin lingkungan 

mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan perubahan selama 20 

Tahun sekali, maka diharapkan dalam pembentukannya Rencana Tata Ruang 

Wilayah berdasarkan peraturan-peraturan yang lebih tinggi diatasnya, 

berdasarkan analisis peran Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Rembang 

sangat besar kaitannya dalam izi lingkungan namun ditinjau dari hierarki 

Rencana Tata Ruang Wilayah cenderung berbenturan dengan peraturan-

peraturan yang lebih tinggi diatasnya sesuai hierarki perundang-undangan 

mengingat kawasan liindung geologi  yang diberikan izin untuk dibangun suatu 

perusahaan. 

2. Surat keputusan Gubernur Nomor 600.1/4 Tahun 2017 tentag izin lingkungan 

apabila ditinjau secara persfektif hukum administrasi dan lingkungan memang 

keputusan Gubernur Nomor 600.1/4 Tahun 2017 tidak menyalahi aturan karena 

sudah sesuai prosedur dengan adanya  AMDAL, UKL, dan UPL yang menjadi 

syarat izin lingkungan, akan tetapi apabila ditinjau dari hierarki perundang-

undangan keputusan Gubernur Nomor 600.1/4 Tahun 2017 ini menyalahi 



aturan, yaitu pada Peraturan-pemerntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 52 dan Peraturan daerah 

Kabupaten  Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah pada pasal 19. 

 

B. SARAN 

1. Mengingat perubahan rencana tata ruang wilayah selama 5 Tahun sekali, 

penulis menyarankan peratura daerah kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 

2011 tentang rencana tata ruang wilayah dirubah kaarena tidak sesuai dengan 

peraturan-peratuan yang lebih tinggi diatasmya dilakukan Raperda Perubahan 

Rencana Tata Ruang Wilayah. 

2. Mengingat indonesia merupakan nehgara berkembang maka dari itu akan 

banyak sekali pembangunan di Indonesia, Pembangunan ini snagatlah 

berdampak terhdapa lingkungan, maka penulis dengan ini menyarankan di 

buatnya Pengadilan Lingkungan supaya Lingnkungan ini tetap terjaga dan 

masalah lingkungan ini di selesaikan dalam mekanisme pengadilan lingkungan.    
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